BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 39 /1.11-WK/HK/2021

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI

Menimbang

Mengingat

SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

BUPATI WAY KANAN,

bahwa pemberian tambahan  penghasilan
merupakan salah satu bentuk penghargaan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar
hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian
yang terukur dan seragam serta berlaku
menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga
dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja
dan  kesejahteraan  Aparatur  Negara  di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

bahwa dalam rangka memberikan kepastian
hukum terhadap penerima tambahan penghasilan
berdasarkan kreteria kelangkaan profesi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil berdasarkan Kelangkaan Profesi;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat I Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
S.Undangl\

\&



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun
2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1273);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
188);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KRITERIA
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI.

KESATU : Menetapkan Kriteria Pemberian Tambahan

Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagai

berikut:
a.memiliki..
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KEDUA

KETIGA

Tembusan:

a. memiliki ketrampilan khusus yang dibutuhkan
untuk pekerjaan ini khusus yang dibuktikan
dengan sertifikat keahlian,;

b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak
ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut;
dan/atau

c. pegawai yang melaksanakan tugas pada jabatan
pimpinan tinggi.

Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan

Kriteria  Kelangkaan  Profesi kepada Pegawai

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu

pada tanggal ! J?@bmar{ 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 3§ /I.11-WK/HK/2022
TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI

PEGAWAI YANG MENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KRITERIA KELANGKAAN PROFESI

NO JENIS JABATAN KRITERIA

1 2 3

1. | Sekretaris Daerah pegawai yang melaksanakan
tugas pada jabatan pimpinan
tinggi.

2. | Kepala Badan/Kepala Dinas pegawai yang melaksanakan
tugas pada jabatan pimpinan
tinggi.

3. | Jabatan Fungsional Perancang memiliki keahlian khusus dan

Peraturan Perundang-undangan |jumlahnya sedikit (sertifikat
perancang perundang-
undangan)

4. | Jabatan Fungsional Pengadaan memmiliki keahlian khusus dan

Barang/Jasa jumlahnya sedikit (sertifikat
Pengadaan Barang/jasa)
5. | Jabatan Fungsional Dokter memiliki keahlian khusus dan

(Spesialis) jumlahnya sedikit
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